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Abstrak :

Kekerasan bersifat umum, dimana siapa saja baik laki-laki, perempuan maupun
anak dapat mengalami kekerasan. Kekerasan juga dapat terjadi dimana saja dan kapan
saja. Akibat dari terjadinya kekerasan dapat berupa tersakiti secara fisik maupun psikis.
Permasalahan kekerasan sebetulnya bukan merupakan hal yang baru lagi, tetapi masih
banyak anggota masyarakat kita yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan
tersebut, dan bagaimana korban dilindungi oleh hukum. Korban dari kekerasan di dalam
rumah tangga seringkali adalah perempuan dan anak, hal ini karena budaya patriarkhi
yang memposisikan perempuan lebih lemah dan berada di bawah laki-laki, serta posisi
anak yang berada dalam posisi dibawah kekuasaan orang tua.Kekerasan dimanapun
termasuk di dalam rumah tangga termasuk dalam bentuk pelanggaran tindak pidana,
yang mana terhadap tindak pidana ini terdapat sanksi bagi pelakunya. Korban dari
kekerasan tersebut mendapatkan perlindungan hukum, dan Negara menjamin hal itu.

Kata Kunci :kekerasan, rumah tangga, sanksi.

Abstract :

Violence is general in nature, where anyone, men, women and children can
experience violence. Violence can happen anywhere and anytime. The consequences of
violence can be physically or psychologically hurt. The problem of violence is actually
not a new thing, but there are still many members of our society who do not understand
these forms of violence, and how victims are protected by law. Victims of domestic
violence are often women and children, this is because of the patriarchal culture that
positions women as weaker and under men, and the position of children who are in a
position under the authority of their parents. Violence anywhere, including in the
household, is included in the form of criminal offenses, for which there are sanctions for
the perpetrators. Victims of the violence get legal protection, and the State guarantees
it.
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A. Pendahuluan

Tindakan berupa kekerasan
berkembang sejalan dengan pera
daban manusia dan bersifat uni
versal, sehingga kekerasan ini secara
umum dapat terjadi bukan saja pada
laki-laki, namun juga terjadi pada
anak an perempuan. Kekerasan ini
terjadi tidak hanya diranah publik
tetapi terjadi juga diranah privat,
sehingga memang harus diwaspadai.

Korban dari kekerasan ini  se
ringkali tidak menyadari bahwa me
reka telah menerima kekerasan. Ter
jadinya kekerasan dalam lingkungan
rumah tanggamasuk pada ranah pri
vat yang sudah berlangsung sejak
lama. Banyak masyarakat kita yang
belum memahami bentuk-bentuk da
ri kekerasan yang mu ngkin diteri
ma, karena sebagian be sar dari
mereka hanya mengetahui bentuk
dari kekerasan adalah berupa fisik
saja.

Perkembangannya ada pening
katan kekerasan atas perempuan dan
anak, dimana pelanggaran yang ter
jadi jumlahnya cukup signifikan se
bagaimana data dari Catatan Tahun
an Komnas Perempuan Tahun 2020
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bahwa jumlah KDRT/RP (Kasus
Dalam Rumah Tangga/ Ranah Per
sonal) sebanyak 79% (6.480 kasus),
yang terbagi dalam 3.221 kasus se
banyak 50% merupakan Kekerasan
Terhadap Istri, kemudian sebanyak
1.309 kasus yaitu sekitar 20% me
rupakan bentuk kekerasan dalam hu
bungan pacaran, dan kekerasan
pada anak perempuan sebanyak 954
kasus (15%), sisanya adalah kekera
an oleh mantan pacar,mantan suami,
serta kekerasan terhadap pekerja ru
mah tangga.’

Hal tersebut diatas sejalan de
ngan meningkatnya kekerasan da
lam rumah tangga yang tidak kalah
meningkatnya jika dibandingkan de
ngan kasus kekerasan yang terjadi

pada umumnya. Pada pasal ayat (1)

2 Catatan Tahunan Komnas
Perempuan tahun 2020 : Lembar Fakta
dan Poin Kunci (5 Maret 2021).
“Perempuan dalam Himpitan Pan
demi: Lonjakan Kekerasan Seksual,
Kekerasan Siber, Perkawinan Anak,
dan Keterbatasan Penanganan di
Tengah Covid-19”, diakses dari
https://komnasperempuan.go.id/siaran-
pers-detail/catahu-2020-komnas-
perempuan-lembar-fakta-dan-poin-
kunci-5-maret-2021, pada tanggal 15
MAret 2022 pukul 10. 00 WIB
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekeras
an dalam Rumah Tangga (selanjut
nya ditulis dengan UUPKDRT), di
atur bahwa yang dianggap sebagai
Kekerasan dalam rumah tangga ada
lah perbuatan terhadap seseorang,
khususnya perempuan, yang menga
kibatkan penderitaan atau penderita
an fisik, seksual, emosional, dan
/atau kelalaian sebagai perbuatan
melawan hukum dalam rumah tang
ga.

Bentuk dari kekerasan ini sen
diri juga terbagi menjadi 3 macam
yaitu berupa kekerasan terhadap
fisik, kekerasan terhadap psikis,
maupun kekerasan secara seksual ter
masuk didalamnya berupa penelan
taran rumah tangga. > Kekerasan
terhadap perempuan dan anak me
rupakan fenomena sosial yang se
cara nyata terjadi, hal ini terjadi ka
rena posisi perempuan yang berada
di subordinasi laki-laki.

Pada undang-undang perkawi

nan disebutkan bahwa Suami berke

® Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 95. Pasal 5

wajiban untuk melindungi istrinya
serta memberikan segala keperluan
hidup rumah tangga yang sesuai de
ngan kemampuannya, dan istri  ber
kewajiban untuk mengatur urusan
rumah tangga dengan sebaik-
baiknya.*Berdasarkan ketentuan ini
jelas menempatkan perempuan (iste
ri) pada posisi tergantung secara eko
nomis maupun secara emosional
kepada laki-laki (suami). Akibatnya
posisi perempuan berada di bawah
dominasi laki-laki.Ada juga nilai-
nilai sosial budaya yang menem
patkan anak pada posisi subordinat
terhadap orang dewasa. Anggapan
dalam masyarakat bahwa anak ada
lah milik orang tua.Orang tua lebih
tahu segalanya dan berhak mengatur
dan mengarahkan masa depan anak,
anak sebagai penerus cita-cita orang
tua, anak sebagai investasi orang
tua, anak harus membantu orang tua.
Disisi

lain anak adalah amanah dari Tuhan

yang harus di  jaga dan dipelihara.

*Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971
tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1)
dan (2)
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Secara fisik dan mental anak
bergantung pada orang dewasa.
Selama nilai-nilai tersebut masih
ada maka kekerasan terhadap perem
puan dan anak akan masih tetap ter
jadi. Sehingga kekerasan dalam ru
mah tangga ini sering terjadi pada
perempuan dan anak, hal ini dapat
merendahkan martabat perempuan
dan melanggar hak-hak anak. Ke
kerasan merupakan masalah sosial
yang berkaitan dengan masalah hak
asasi manusia dan pelanggaran

hukum.

B. Pembahasan
1. Kekerasan dalam Rumah Ta

ngga

Tindakan kekerasan bersifat
universal, yaitu secara umum dapat
terjadi pada siapa saja, bukan hanya
pada orang dewasa, kekerasan juga
terjadi pada anak-anak. Perkembang
an kehidupan di dunia tidak lepas
dari yang namanya kekerasan, ter
lebih semkain majunya budaya ma
syarakat hal itu juga memicu ter
jadinya kekerasan terhdapa perempu
an dan anak.

Dunia internasional memberi

kan perhatian lebih pada kekerasan
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terhadap perempuan sejak tahun
1975, dan semakin masiv sejak
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
mendeklarasikan tentang Penghapus
an kekerasan terhadap perempuan
(Declaration on the Elimination of
Violence against Women) pada
tahun 1993 dengan menyebutkan ba
hwa Kekerasan terhadap perempuan
merupakan adalah segala bentuk tin
dakan kekerasan yang berbasis gen
der (gender base diviolence) yang
mengakibatkan atau akan mengaki
batkan rasa  sakit atau penderitaan
terhadap perempuan baik secara fi
sik, seksual, dan psi kologis, ter
masuk ancaman tindakan tertentu,pe
maksaan atau perampasan kemerde
kaan secara sewenang-wenang, baik
yang terjadi di depan umum (dalam
masyarakata)atau dalam kehidupan
pribadi. °

Pengertian tentang kekerasan

juga diberikan oleh beberapa ahli

®  Sali Susiana. Kekerasan
Dalam Rumah tangga Pada Masa
Pandei Covid-19.Jurnal Pusat

Penelitian Badan Keahlian DPR R,
Bidang Kesejahteraan Sosial Info
Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu
Aktual dan Strategis Volume XIl,
Nomor 24/11/Puslit/Desember/2020.
Him. 14
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diantaranya Mansour Fakihyang
berpendapat bahwa kekerasan ada
lah serangan atau invasi terhadap
fisik maupun integritas keutuhan

mental 6

psikologi  seseorang.
Pendapat lainnya dikemukakan oleh
Muladi yang mengatakan bahwa
kekerasan  terhadap  perempuan
(KDRT) merupakan rintangan terha
dap pembangunan karena kekerasan
dapat menimbulkan akibatkumulatif
yang tidak sederhana. ’ Sehingga
dapat disimpulkan bahwa kekerasan
merupakan suatu perbuatan baik itu
berupa perbuatan secara fisik, ver
bal, seksual yang dapat mengaki
batkan pihak lain tersakiti secara
fisik, dan/atau psikis.

Di lapangan seringkali korban
ketika mendapatkan kekerasan dari
pelaku tidak segera melaporkan
kepada pihak yang berwajib, hal ini
karena korban dianggap sebagai
menyandang aib,sehingga banyak

yang tidak mengungkapkan kasus

®Mansour Fakih,Analisis Gender
dan Transformasi Sosial,Cetakan 1,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1996.
Hlm. 17

"Muladi, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Reformasi Hukum di
Indonesia, The Habibie Centre, Jakarta,
2002. HIm 40

kekerasan terjadi
yang

disosialisasikan kepada masyarakat,

yang pada

dirinya.Hal inilah harus

mereka harus mengetahui dan
paham bahwa tindakan kekerasan
tidak dibenarkan dan masuk pada
tindak yang

memiliki sanksi hukum, sehingga

kategori pidana

korban yang mengalami kekerasan
berhak

perlindungan dan Kkeadilan, dan

tersebut mendapatkan

Negara menjamin hal tersebut.
Artinya bahwa tidak ada lagi
pemikiran bahwa korban itu adalah
pihak yang lemah dan selalu
dikalahkan,

maupun korban sama-sama menda

karena baik pelaku

patkan perlindungan secara hukum
dengan porsinya masing-masing.
Kekerasan dalam rumah tang
ga umumnya terjadi antara perem
puan dan anak yang lebih rentan
laki-laki,

bukan berarti tidak ada kekerasan

dibandingkan namun
yang terjadi pada laki-laki.Namun
memang tidak dapat dipungkiri bah
wa dominasi laki-laki baik dari sisi
besar tubuhnya, kekuatannya me
mang lebih besar dan lebih kuat dari
perempuan maupun laki-laki. Ter

hadap kondisi tersebut ada kecen
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derungan ketika kekerasan dilaku
kan oleh laki-laki, hal ini dilakukan
karena adanya rasa ketidakpuasan,
rasa kemarahan dan juga tidak
terkontrolnya emosi yang dirasakan
oleh laki-laki sebagai pelaku, hal ini
juga dipengaruhi oleh anggapan
superior dan berkuasa atas perem
puan dan anak.

2. Sanksi hukum bagi pelaku
kekerasan dalam  rumah
tangga.

UUDNRI 1945 pasal 28 | ayat

(4), dinyatakan bahwa Negara

(pemerintah) bertanggung jawab

atas Perlindungan serta penegakan

hukum atas hak asasi manusiaOleh
karena itu, hal ini terkait de
ngan kekerasan dalam rumah tangga

, pemerintah telah memiliki bebera

pa regulasi diantaranya adalah

Undang-undang Nomor 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dimana UU ini merupakan jawaban

atas kebutuhan masyarakat. Dasar

diundangkannya

HAM adalahkarena bangsa Oleh

karena itu, hal ini terkait dengan

Undang-undang

kekerasan dalam rumah tangga Ne

gara Indonesia memiliki Tanggung

71

jawab moral dan hukum untuk
menegakkan dan  melaksanakan
Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia yang diadopsi oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain UU Nomor 39 tahun
1999, Pemerintah Republik Indone
sia juga telah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tent
ang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga dan Undang Undang
Nomor23 Tahun 2002 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 ten
tang Perubahan atas Undang-Un
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Pada Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014
disebutkan bahwa anak merupakan
tanggungjawab dari pemerintah baik
itu pemerintah daerah maupun
lembaga negara lainnya yang harus
memberikan Perlindungan khusus
kepada anak®.

Telah menjadi kesepakatan
umum bahwa persoalan perempuan

dan anak adalah kelompok yang

¥ Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Pasal 59
ayat (1)
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rentan terhadap kekerasan baik
diwilayah publik maupun diwilayah
domestik. Bertitik tolak dari kon
sepsi perlindungan perempuan dan
anak secara utuh dan menyeluruh,
maka Undang-Undang No.23 tahun
2002 dan No 35 Tahun 2014 Moral
dan hukum yang menjunjung dan
menegakkan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia yang ditetapkan
oleh Konvensi mengharuskan perem
puan dan anak-anak dilindungi di
bawah prinsip-prinsip non-diskrimi
nasi, kepentingan terbaik, dan hak
untuk hidup.

Ada beberapa perbedaan pe
ngertian dari ana dalam Pasal 1 ayat
(1) UU Nomor 35 Tahun, Anak
adalah seseorang yang berusia di
bawah 18 tahun (18 tahun) yang
masih dalam kandungan.. Sedang
kan menurut pasal 1 ayat (5) UU
No0.39 Tahun 1999 tentang HAM,
Anak adalah orang yang belum  ka
win (18 tahun) yang berusia di
bawah 18 tahun dan termasuk anak
dalam kandungan.

Meskipun tidak dapat dipung
kiri sejumlah upaya telah dilakukan
pemerintah  untuk  meningkatkan

harkat dan martabat perempuan dan

anak, namun disisi lain masih
banyak adanya perlakuan tidak
manusiawi terhadap perempuan dan
anak, karena perlakuan ini sangat
bertentangan dengan nilai-nilai ke
manusiaan, moralitas dan agama.
Dalam segala kemampuannya peme
rintah sebetulnya telah memulai
menetapkan fondasi perlindungan
baik berupa aspek yuridis maupun
non yuridis dalam penanganan ter
hadap korban kekerasan dalam rum
ah tangga yang masih mendapatkan
berbagai tantangan yang bersumber
pada kentalnya ideologi patriarkhi,
yang menjadi pola pikir bahwa
perempuan dan anak harus mene
rima kekerasan yang dilakukan oleh
suami, orang tua, karena dianggap
bagian dari mendidik istri dan anak.
Keadaan tersebut menjadikan para
perempuan dan anak korban keke
rasan tidak berani atau takut mela
por. Pelaku kekerasan adalah orang
dekat korban, misalnya bapak, sua
mi, paman, majikan, dan sebagai
nya.

Kenyataan tersebut ditambah
dengan kondisi sosialekonomi para
korban yang sebagian besar dari

tingkat menengah kebawah dan
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tingkat pendidikan

rendah. paya

perlindungan hak korban KDRT

diatur dalam UU , namun harus dia

kui bahwa perempuan dan anak

sendiri ragu-ragu untuk mengajukan

kasus kekerasan tersebut.

Hak-hak korban KDRT dia

tur dalam Pasal 10 UU PKDRT,
sebagai berikut :

a.

Perlindungan dari anggota
keluarga, polisi, jaksa, peng
adilan, pengacara, lembaga
kesejahteraan sosial, atau
pihak lain.

Pelayanan medis berdasar
kan kebutuhan medis.
Perlakuan khusus untuk ke
wajiban kerahasiaan korban.
Pendampingan oleh pekerja
sosial dan dukungan hukum
di semua tingkat proses eva
luasi sesuai dengan persya
ratan hukum.

Layanan konseling rohani

Adapun sanksi pidana atas

kekerasan dalam rumah tangga yang
diatur dalam UU Nomor 23 Tahun

2004, diantaranya :

N
0

Perbuatan
dalam

Sanksi Pasal
Hukum | yang

73
rumah menga
tangga tur
kekerasan | Penjara | Pasal 4
fisik paling la | 4 ayat

ma5ta | (1)

hun atau

denda pa

ling ba

nyak Rp

15.000.0

00
Kekerasan | Pidana Pasal
fisikk dan | penjara | 44 ayat
berakibat | paling la | (2)
korban ja | ma 10 ta
tuh sakit hun atau
atau luka | denda pa
berat ling ban

yak

Rp30.00

0.000
Kekerasan | Pidana Pasal
fisik penjara | 44 ayat
berakibat | paling (3)
matinya lama 15
korban tahun

atau

denda

paling

banyak

Rp45.00

0.000.
Kekerasan | pidana Pasal
fisik penjara | 44 ayat
digunakan | paling 4)
oleh suami | lama 5
terhadap tahun
istri dan | atau
sebaliknya | denda
Itu tidak | paling
menyebab | banyak
kan Rp
penyakit 15.000.0
atau 00,-
menggang
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qu atau
pekerjaan, denda
status, paling
mata banyak
pencahari Rp
an, atau 36.000.0
aktivitas 00,-
sehari- 8| memaksa | pidana Pasal
hari. orang penjara 4 | 47
Kekerasan | pidana Pasal 4 yang tahun s/d
psikis penjara | 5 ayat menetap 15 tahun
paling 1) dalam atau
lama 3 ta rumah denda
hun atau tangganya | Rp
denda pa melakukan | 12.000.0
ling ba hubungan | 00,- s/d
nyak Rp seksual Rp
9.000.00 300.000.
0,- 000,-
Kekerasan | pidana Pasal 9| Perbuatan | pidana Pasal
psikis penjara | 45 ayat no (7) dan | penjara 5 | 48
yang dila | paling (2) (8) yang tahun s/d
kukan lama 4 mengakiba | 20 tahun
oleh suami | bulan tkan atau
terhadap atau cedera denda Rp
istrinya denda yang 25.000.0
atau paling membuat | 00,- s/d
sebaliknya | banyak korban Rp
dan tidak | Rp tidak ada | 500.000.
menggang | 3.000.00 harapan 000,-
qu 0,- untuk
penyakit, sembubh,
pekerjaan, cacat
status, mental
mata atau
pencaha psikologis
rian atau selama
kehidupan minimal 4
sehari- minggu
harinya berturut-
kekerasan | pidana Pasal turut atau
seksual penjara | 46 1 tahun
paling berturut-
lama 12 turut, janin
tahun jatuh atau
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mati
dalam
kandungan
atau janin
dalam
kandungan
, organ
reproduksi
tidak
berfungsi
1| Menelan Pidana Pasal 4
0| tarkan penjara | 9
orang lain | paling la
ma 3
tahun
atau den
da paling
banyak
Rp
15.000.0
00,-
Selain hukuman yang tercan
tum dalam tabel di atas, hakim ju

ga dapat menjatuhkan hukuman tam

bahan dalam format berikut:

a. Pembatasan kebebasan bergerak
para penjahat. Hal ini dimak

baik

kan pelaku kejahatan dari korba

sudkan untuk menjauh
nnya dalam jarak dan waktu ter
tentu, maupun untuk membata
si hak-hak tertentu pelaku keja
hatan.

b. Mengidentifikasi pelaku yang
berpartisipasi dalam penawaran

konseling di bawah pengawasan

75

agen 50 UU

Nomor 23 Tahun 2004)

tertentu(Pasal

Delik aduan tindak pidana ke
kerasan dalam rumah seperti yang
sudah diatur dalam UU ini.Putusan
pengadilan menyelenggarakan pro
gram konseling yang bertujuan un
tuk melindungi hak-hak korban seca
ra hukum, mencegah ancaman lanju
tan dari kejahatan kekerasan dalam
rumah tangga, dan mendorong dan
menginstruksikan  pelaku  untuk
merenungkannya, yang diharapkan
dapat

menjadi respons terhadap

kebutuhan untuk melakukannya.
Korban KDRT hendaknya mendapat
kan perlindungan hukum sebagaima
na hal yang diatur di Pasal 28-38

UU Nomor 23 Tahun 2004.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam rumah tangga
bisa terjadi dimana saja, kapan
saja, dan menimpa siapa saja,
namu sering menimpa pada

perempuan dan anak. Hal ini

disebabkan adanya budaya patri

arkhi yang menempatkan perem
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puan di bawah laki-laki (suami)
dan anak dibawah kekuasaan
orang dewasa (orang tua).

Terhadap pelaku tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga
perlu dilakukan tindakan/sanksi
hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,  karena
merupakan pelanggaran hukum
dan juga pelanggaran terhadap
hak asasi manusia, sedangkan
bagikorban harus mendapatkan

perlindungan hukum.
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